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TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

: a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan yang aspiratif,
partisipatif, transparan dan terintegrasi perlu dilakukan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) vang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan. kecamatan, dan
Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali divbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2008-2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E
Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

3
4.

10.

11.
12.

13.

15,

16.

17.

18.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Temanggung,

Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masayarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur
perangkat daerah di Kabupaten Temanggung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya
disingkat RPIMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3
(lima) tahunan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan dacrah untuk periode 1 (satu) tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Ketja Pemerintah Daerah vang
selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan para
pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi adalah suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya vang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah, sebagai strategi untuk
merealisasikan visi dan misi yang sudah ditentukan.

. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dadan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah.

Pagu Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pagu anggaran
pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan dan
percepatan pertumbuhan ekonomi.

Program Perencanaan Pembangunan yang lain merupakan perencanaan pembangunan
yang bersifat non regular, ad hoc, dan merupakan perencanaan pembangunan vang
bersifat sebagai pengungkit dan pemercepat pembangunan di daerah, baik program
pembangunan yang dilakukan pemerintah atau pemerintah provinsi.



BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Musrenbang RKPD adalah sebagai forum berkumpulnya
pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam rangka menentukan dan menyusun
prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah satu tahun berikutnya.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan Musrenbang RKPD adalah sebagai berikut :

a.

b.
C.

(1

(2)

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenali masalah, potensi dan
kebutuhannya;

menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang aspiratif;
meningkatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan
dalam perencanaan pembangunan;

mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai rencana dan wusulan program
pembangunan dalam satu sistem perencanaan pembangunan secara terarah dan terpadu.

BAB IIL
TAHAPAN MUSRENBANG RKPD

Pasal 4

Tahapan Musrenbang RKPD terdiri dari Musrenbang RKP-Desa/Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, dan
Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tahapan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata caranya
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

BABIV
PENDANAAN
Pasal 5

(1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN

dan sumber lain yang sah.

(2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif yang meliputi :

a. plafon indikatif untuk program prioritas RPIMD pada tahun perencanaan.
b. plafon indikatif per SKPD.
¢. pagu wilayah kecamatan.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
i s pada tanggal v/ Desember 2011

i SENDA i ;s 1
'| - -I..;;ET Spr s ':;;_..._ -.-uw--—w-—-—nl B.U.PATI NGIJNG]
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‘ HASYIM AFANDI

D Diundangkan di Temanggung
' pada tanggal ‘-7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR  §(




Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : &! Tahun 2011
Tangegal : '.7 Pesenip 2011

BABI1
MUSRENBANG RKP-DESA

A. UMUM
Musrenbang RKP-Desa adalah forum musyawarah  tahunan para pemangku kepentingan
pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan yang akan
dianggarkan dalam APB-Desa tahun berikutnya dan yang akan diusulkan dengan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan.

B. TUJUAN

Musrenbang RKP-Desa diselenggarakan untuk :

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa yang akan menjadi
prioritas pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Desa;

7. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa yang akan
dilaksanakan dan dibiayai bersama antar desa;

3. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan atan lintas
Desa yang akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

C. WAKTU PELAKSANAAN
Musrenbang RKP-Desa dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari sckurang-
kurangnya selama 1 (satu) hari.

D. TATA CARA
Tata cara penyelenggaraan Musrenbang RKP-Desa mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

E. KELUARAN
K eluaran Musrenbang RKP-Desa adalah:
1. Rancangan Akhir RKP-Desa;
2. Usulan program dan kegiatan pembangunan Desa dan atau lintas Desa (guna menangani
permasalahan lintas Desa) sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
3. Penetapan delegasi desa ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

F. LAIN-LAIN
1. Usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan untuk menggunakan perhitungan biaya menggunakan pendekatan perhitungan teknis.
2. Bagi program dan kegiatan prioritas yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan dilampiri dengan :
a. Lampiran RKP-Desa tahun penetapan.
b. Matriks usulan program dan kegiatan yang disertai penjelasan ringkas tentang kondisi saat
ini, uraian kegiatan, penerima manfaat yang berasal dari masyarakat miskin, ketersediaan
sumber daya, dan keterangan lain yang diperlukan.



BABII
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

A, UMUM
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku
kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan dan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD
Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN

B. TUJUAN

Tujuan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan adalah untuk:

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat kelurahan yang akan menjadi
prioritas pembangunan kefurahan dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan dacrah
diwilayah Kelurahan yang bersangkutan serta diintegrasikan dengan perencanaan program
pembangunan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan
dan urusan bersama;

9. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan di kelurahan yang
akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;

C. WAKTU PELAKSANAAN
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan
Januari sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.

D. PESERTA.

Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan adalah :

1. SKPD Kelurahan;

2. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan,

3. ‘Wakil dari tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di kelurahan
setempat)

4. Kelompok-kelompok atau Organisasi Kemasyarakatan, seperti ~ LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat), kelompok tani, kelompok pemuda/karang taruna, kelompok keagamaan, pemerhati
lingkungan hidup di)

5. Kelompok/organisasi perempuan seperti PKK, Wanita Tani, Organisasi keagamaan wanita dll.
(keterwakilan perempuan sebagai peserta sekurang-kurangnya 30% dari jumlah yang diundang)

6. Perwakilan RTM/Rumah Tangga Miskin (keterwakilan RTM sebagai peserta sekurang-
kurangnya 10% dari jumlah yang diundang).

7. Perwakilan pelaku perencanaan pembangunan yang lain dan unsur-unsur masyarakat lainnya,
seperti LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

E. NARASUMBER
Camat/Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan dan berperan sebagai Narasumber pelaksanaan
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan.

F. BAHAN MUSRENBANG
Bahan utama yang disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan
adalah :
1. Kisi-kisi program pembangunan daerah di wilayah Kelurahan.
2. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.



3
4,
5, Rencana program dan kegiatan dari perencanaan pembangunan yang lain (APBN Program

. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan tahun berjalan.

Rencana program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan.

Khusus).
6. Rancangan Renja SKPD Kelurahan.
. TATA CARA
Tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan sekurang-kurangnya adalah
sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Camat membentuk Tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan.
b. Lurah membentuk Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan;
¢. Lurah dengan dibantu Perangkat kelurahan dan unsur lembaga kemasyarakatan menyiapkan
bahan Musrenbang;
d. Tugas Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan antara lain:

1) Menyusun agenda/susunan acara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan:
2) Membuat surat undangan;
3) Mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan;
4) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kelurahan, meliputi
a) Tempat dan sarana pelaksanaan musrenbang;
b) Papan tulis atau LCD projector
¢) Notulen rapat
d) Daftar absensi
e) Blanko daftar usulan kegiatan
f) Blanko berita acara
Penyampaian undangan musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan kepada peserta
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan
dibahas dalam Musrenbang dimaksud.

2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan

a.
b.

Musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMK
Susunan acara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan sekurang-kurangnya
sebagai berikut:

Tahap 1
1) Pendaftaran peserta Musrenbang

2) Pembukaan:
a) Sambutan Lurah
b) Sambutan Camat, dilanjutkan pembukaan secara resmi
3) Paparan :
a) Camat tentang paparan kisi-kisi program pembangunan daerah di wilayah Kelurahan,
b) Lurah tentang :
e Potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah Kelurahan
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan tahun berjalan.
Rencana program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan.
Rencana program dan kegiatan yang lain disertai dengan kriteria dan indikasi
kegiatan yang akan diusulkan.
4) Musyawarah Kelompok:
a) Musyawarah kelompok dilaksanakan atau dibagi dalam 2 (dua) kelompok dengan
materi musyawarah yang sama.
b) Musyawarah kelompok dipimpin oleh ketua, dan dalam pelaksanaanya dibantu oleh 1
(satu) orang sekretaris yang dipilih secara demokratis di masing-masing kelompok.



¢) Musyawarah Kelompok dilaksanakan guna membahas dan menetapkan skala prioritas
program dan kegiatan.

Pembahasan usulan prioritas program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan
prioritas RPJMD tahun perencanaan dan menggunakan metode penefapan skala
prioritas dengan kriteria penilaian sekurang-kurangnya menyangkut aspek-aspek yang
tersebut dalam indikator penilaian.

Dalam pembahasan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari perencanaan
pembangunan yang lain (APBN Program Khusus) dapat menggunakan indikator lain
sesuai dengan ketentuan yang mengikat dalam perencanaan pembangunan dari
sumber dana APBN Program Khusus tersebut.

Penilaian prioritas program dan kegiatan dilaksanakan dalam musyawarah kelompok
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dengan menggunakan salah satu atau
gabungan metode berikut:

a. Musyawarah untuk mufakat

b. Pemungutan suara (voting)

c. Penilaian perscorangan oleh masing-masing peserta (form 1)

Penilaian prioritas program dan kegiatan dilaksanakan oleh Musyawarah Kelompok.

d) Hasil Musyawarah kelompok dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
ketua dan sckretaris kelompok serta perwakilan 3 (tiga) orang peserta di kelompok
masing-masing (Form 2).

Tahap 2

1) Pendaftaran peserta Musrenbang

2) Paparan skala prioritas program dan kegiatan hasil Musyawarah masing-masing
kelompok pada tahap 1 (satu) oleh Ketua Kelompok.

3) Musyawarah pleno penetapan usulan prioritas program dan kegiatan.

4) Penentuan delegasi kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan sebanyak 6 (enam) orang (Form 3), dengan kriteria terdiri dari :
a) Lurah dan unsur Perangkat Kelurahan,
b) Unsur LPMK,
¢) Unsur Lembaga lain, dan
d) Wakil perempuan (sekurang-kurangnya 3 orang)

5) Penuangan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dalam Berita Acara (sesuai
format).

6) Penanda-tanganan Berita Acara olech Pimpinan Musyawarah dan perwakilan 3 (tiga)
orang peserta, diketahui Lurah.

7) Penutupan.

H. KELUARAN
Keluaran Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan berupa:

1.

2.

3,

Prioritas program dan kegjatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan yang menjadi bahan utama
penyusunan Renja SKPD Kelurahan;

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
{(Form 4).

Delegasi Kelurahan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.



C)

1. Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan bescria daftar usulan
prioﬁtaspmgmmdmkegiamdihmtrmgkan(ﬁga):l(sam}unmkkecamatan,l(ﬁatu)umk
delegasi kelurahan dan 1(satu) arsip kelurahan).

2. Bagipﬁoﬁhsmgmﬂdmkegiahny&ngdiusﬂkmkeMmbngKPDKabupa&ndi
Kecamatan dilampiri dengan:

a. Lampiran renja SKPD Tahun Penetapan,
b. Matrik uraian program dan kegiatan.



FORMULIR MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

BERITA ACARA
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

Pada hari.....sampai dengan hari ..... tanggal..... sampai dengan tanggal ......... bulan ............
tahun ............hertempat di .......c...... telah diselenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan
vang dihadiri pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran
berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ... (dijelaskan secara berurutan pejabal yang
menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan.

2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan).

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan terhadap
materi yang dipaparkan oleh masing-masing Ketua Kelompok sebagaimana telah dirangkum
menjadi hasil keputusan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan, maka pada:

Hari dan Tang@gal @ .....oooiimreeiemeismssrsmssnsssssssnssssssonsmsannsssasssse
Jam e e e Ak
Tempat D e AR A SR B S SR RS SRR
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan ................ (sesuai nama kelurahan)
MENYEPAKATI
KESATU . Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam
Daftar Prioritas Kelurahan ...... Kecamatan....... Tahun ..., sebagaimana tercantum
dalam Lampiran berita acara ini.
KEDUA . Hasil kesepakatan kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan......

Kecamatan ..... Tahun.., dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum
dalam T.ampiran berita acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KETIGA . Berita acara ini dijadikan sebagai bahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan..... Tahun .....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

......................... ,tanggal............
Mengetahui LURAH. .., Pimpinan Musyawarah
Tanda tangan Tanda tangan
Nama Nama

Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan .........

No Nama [.embaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan

Dst




BERITA ACARA
MUSRENGBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

(MUSYAWARAH KELOMPOK ....... )
Pada hari..... tanggal.... bulan ...... tahun ......bertempat di .......ccoce.. telah diselenggaran
Musyawarah Kelompok ........ pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan yang dihadiri

pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita
acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh
peserta musyawarah kelompok terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Kelompok
sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Kelompok, maka pada:

Hari dan TAngEal :  ...ccccocemernimmmesmnssemesiss s s sassasasssenss
Jam T e alisiese AR R ava S T PR R S
Tempat S LU SRR S o0
Musyawarah Kelompok ......oieiiaes (sesuai kelompok pembahasan yang telah ditentukan)
MENYEPAKATI
KESATU . Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam
Daftar Prioritas Kelurahan ...... Kecamatan ........ Tahun ... sebagaimana tercantum
dalam Lampiran berita acara ini.
KEDUA . Hasil kesepakatan musyawarah kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kelurahan ....... Kecamatan ..... Tahun.. dan Daftar Hadir Peserta Musyawarah

Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan
prioritas program dan kegiatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

......................... ,tanggal............
Ketua Kelompok ..........
Tanda tangan
Nama
Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok .........
| No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2
dst




[NDIKATOR PENILAIAN DAN SKOR (PRASARANA WILAYAH)
PEMBAHASAN PRIORITAS PROGRAN DAN KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN DI KECAMATAN
(MUSYAWARAH KELOMPOK DAN MUSYAWARAH PLENO)

INDIKATOR
1 2 3 4 5 6
Jumiah Tingkat Skor
Penerima Persentase RTM kemudahan K i
Urgensi Manfaat | penerima manfaat dalam Ca::::anﬁ Iulaa Sumber Daya
Kegiatan kegiatan (%) pelaksanaan
{Orang kegiatan
paamsan | "eCd
Tenaga Ahli + dusun/lingkungan
< 500 =10 atau uang 1s8/d5
Alat Beral dalam satu (hanya ada salah
desalkelurahan salu s3ja)
Ada Janji Swadaya
Anlar tenaga + Material
Sgngat Masparanl:t dusunfingkungan alau uang
fidak 500 - 1500 11-20 Tenaga Ahli + sy skl (ada tenaga dan 6s/d 10
mendesak Al ek desa/kelurahan salah satu dari
malerial atau uang)
Ada Bukti Swadaya
. Masyarakal + Tenaga, Material
Tidak | 4501 - 2000 21-30 Tukang +Tenaga | ATiar desa cear atau uang 1815
mendesaK Ahli Recarow (hanya ada salah
satu saja)
Ada Bukti Swadaya
Tenaga + Material
Masyarakat + atau uang
Mendesak 2001- 3000 31-40 Tukang Antar kecamatan (ada tenaga dan 16 s/d 20
salah satu dari
material atau uang)
San Ada Bukti Swadaya
get > 3000 > 40 Mayarakat sendii | Antar Kabupaten | Tenaga+ Material + | 21sid 25
mendesak Uang
-
Keterangan ;
. Kolom I Sesuai dengan urgensi‘kemendesakan
2. Kolom2 Sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan
3. Kolom3 sesuai dengan persentase RTM dari keseluruhan jumlah penerima manfaat
4. Kolom4 Sesuai dengan keburuhan tingkat ketrampilan pelaksana kegiatan dan sarana yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan
5. Kolom 5 Sesuai dengan cakupan luas manfaat kegiatan
6. Kolom6 Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan (dari sisi swadaya

7. Kolom skor

yang disediakan/dijanjikan oleh masyarakat)

Sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing kegialan.
menurut penilaian pribadi peserta Musrenbang

Pemberian skor/nilai menjadi hak dan




INDIKATOR PENILAIAN DAN SKOR (EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA)

PEMBAHASAN PRIORITAS PROGRAN DAN KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKFD
KABUPATEN DI KECAMATAN
(MUSYAWARAH KELOMPOK DAN MUSYAWARAH PLENO)

INDIKATOR

Urgensi

Jumiah
Penerima
Manfaat
Kegiatan
(Orang)

Persentase RTM

penerima manfaat

kegiatan (%)

Cakupan |uas
manfaat

Kemampuan dasar

=10

Mempunyai
kepengurusan
kelompok, berdiri
kurang dari 1
tahun

Dalam satu
dusundingkungan
dalam satu
desakelurahan

Belum memiliki
madal dasar apapun

1sd5

Sangat
tidak

10-15

Mempunyai
kepengurusan
kelompok, berdir
lebih dari 1 tahun,

Antar

dusun/lingkungan
dalam saftu

Memiliki modal dasar
permodalan (benda)

6s/d 10

mendesak

lidak semua desa/kelurahan

pengurus akiif

Mempunyai
kepengurusan
kelompok, berdiri
lebih dari 1 tahun,
SEmua pengurus
akiif

Memiliki Modal dasar
(Keuangan)

Antar desa dalam

ik 11sld15

16-20 21-30

mendesak

Mempunyai
kepengurusan
kelompok, berdiri
lebih dari 1 tahun,
semua pengurus
akiif, ada
pertemuan dan
kegiatzn
kelompok

Memiliki Modal
Dasar (benda dan
keuangan)

Mendesak 21-25 31-40 Antar kecamatan 16 s/d 20

Mempunyai
kepangurusan
kelompok, berdiri
lebih dari 1 tahun,
SEmua pengurus
aktif, ada
pertemuan dan
kegiatan, ada
administrasi
kelompok

Memiliki Modal
Dasar (benda,
keuangan serta
ketrampilan)

Sangat

mevdek > >4

Antar Kabupaten M sld25

Keterangan :

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom skor

Sesuai dengan urgensi/kemendesakan

Sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan

sesuai dengan persentase RTM dari keseluruhan jumlah penerima manfaat

Sesuai dengan kondisi kelembagaan dan pengorganisasian

Sesuai dengan cakupan luas manfaat kegiatan

Sesuai dengan kemampuan dasar permodalan

Sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing kegiatan. Pemberian skor/nilai menjadi hak
dan menurut penilaian pribadi peserta Musrenbang
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CONTOH PENILAIAN PADA MUSYAWARAH KELOMPOK JIKA MENGUNAKAN METODE
PENILAIAN OLEH MASING-MASING PESERTA MUSRENBANG:

Misal, oleh 5 orang peserta Musyawarah Kelompok 1 Musrenbang RKPD di Kelurahan Kertosari
Kecamatan Temanggung.
1. Kegiatan A (Indikator Prasarana Wilayah)
Pavingisasi Jalan RT | RW 2 Kelurahan Kertosari Kec. Temanggung, untuk memperlancar
hubungan antar warga dalam satu RT (sejumlah + 250 orang, 50 orang diantaranya penduduk

miskin)
Volume Panjang 100 m lebar 2 m
Tenaga Masyarakat + Tukang
Swadaya Masyarakat bersedia kerja bakti dan sudah ada pasir 3 rit truck untuk
menyelesaikan pavingisasi tersebut
penilaian :
Indikator Penilaian
jﬁ] Nama 1 7 3 4 5 3 Jumlah
1 | SUTO 6 1 »3 —pb L1606 1 a2 1412 45
2 | NOYO 7 2 7 | 20 3 13 52
3 | DADAP 8 4 8 17 4 13 54
4 | WARU 9 1 T 17 2 14 S0
5 | SITI 7 5 8 16 1 12 49
Jumlah 250 ¥

Skor/Nilai untuk kegiatan A adalah 250

Kegiatan B (Indikator ekonomi dan sosial budaya)
Pelatihan Usaha Ekonomi Kecil (Pembuatan Kerupuk Udang) di RT 2 RW 1 Kelurahan Kertosari
Kec. Temanggung, untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran (sejumlah + 15 orang,
terdiri dari 15 pengusaha yang selama ini belum membentuk paguyuban)

Volume 15 orang peserta pelatihan terdiri dari para pengusaha
Tenaga 2 orang Tutor Ahli, 15 Pelaku Industri Kerupuk dan | dari Dinas Perindagkop
beserta contoh alat produksi terbaru
Swadaya Menggunakan balai RW dan alat produksi yang sdh dimiliki sehingga tidak perlu
menyewa tempat lagi, lokasi praktek bisa di salah satu pengusaha yang menjadi
peserta pelatihan
penilaian :
Indikator Penilaian
No Nama ] 5 3 s 3 3 Jumlah
1 | SUTO 8§ 17 L al I 3? 152 gl 28
2 |NOYO 6 6 1 4 3 5 25
3 | DADAP T 7 1 5 4 6 30
4 | WARU 9 8 1 4 2 7 31
5 | SIT1 7 6 1 5 1 8 28
Jumlah 142 ¥

Skor/Nilai untuk kegiatan B adalah 142

Melihat penilaian musyawarah kelompok 1 tersebut maka, Kegiatan A menjadi lebih PRIORITAS untuk
dilaksanakan jika dibandingkan dengan kegiatan B karena mempunyai Skor yang lebih Tinggi ( 250 >
142).

Penilaian atas Kegiatan A dan B serta kegiatan yang lain (misal : C, D, E, dst) juga dilakukan oleh
Musyawarah Kelompok 2, dengan menggunakan indikator dan metode yang sama.
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Penilaian atas semua kegiatan vang diusulkan dilakukan oleh masing-masing peserta Musrenbang,
dengan menggunakan format sebagai berikut:

Form: 1

PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN ............
MUSYAWARAH KELOMPOK .......

NAMA PESERTA MUSRENBANG : .............

No Nama Kegiatan l 5 Ll ;’ sailsinn T 3 Jumlah

1 | Kegiatan A

2 | Kegiatan B

3 | Kepiatan C

4 | Kegiatan D

5 | Dst

o s e SR tanggal............
b Peserta Musrenbang

Tanda tangan
Nama

Rekapitulasi hasil penilaian oleh masing-masing peserta Musrenbang pada Musyawarah Kelompok
dengan menggunakan format sebagai berikut:

REKAPITULASI PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN ............

MUSYAWARAH KELOMPOK .......
NAMA KEGIATAN
. No Nama Peserta Y B C D Dst | Keterangan
1 | SUTO
2 |NOYO
3 | DADAP
4 | WARU
5 | SITI
6 | JONO
Dst
Jumlah Nilai
- tanggal............
Sekretaris Kelompok Ketua Kelompok
Tanda tangan Tanda tangan

Nama Nama
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Hasil Penilaian Musyawarah Kelompok (baik dengan metode musyawarah mufakat, voting, dan atau
penilaian peserta) sebagai bahan musyawarah pleno disusun sebagaimana format berikut :

Form : 2
HASIL PENILAIAN DAN SKOR
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN ............
MUSYAWARAH KELOMPOK .......
. 3 Nilai per Indikator Jumniah
Mo Kegiatan Lokasi Volume i 5 3 4 B B nilai Keterangan
1 | Kegialan A
2 | Kegiatan B
3 | Kegiatan C
4 | KegialanD
5 | KegiatanE
dst | dst
..., langgal ...........
Sekretaris Kelompok Ketua Kelompok,
Tanda tangan Tanda tangan
Nama Nama

CONTOH PENILAIAN PADA MUSYAWARAH PLENO:

Misal, di Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung terdapat 5 (lima) Program dan Kegiatan yang
diusulkan atau direncanakan yaitu kegiatan A, B, C, D dan E untuk dilaksanakan serta telah dibahas di
Musyawarah Kelompok 1 dan 2, maka dapat dilakukan Penilaian Musyawarah Pleno dengan cara
sebagai berikut:

No Kegiatan Mufyawa:rah Kﬂlomguk Jumlah Nilai Keterangan
1 A 188 194 382
2 B 171 188 359
3 C 203 199 402
4 D 146 187 333
5 E 232 242 474

Maka penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dengan melihat jumlah
nilai keseluruhan sebagai hasil penjumiahan nilai dari musyawarah kelompok. Kegiatan yang
mempunyai nilai lebih tinggi daripada kegiatan yang lain mendapat prioritas lebih untuk dilaksanakan
maupun diusulkan.

Sebagai contoh, dengan melihat tabel diatas maka urutan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung atau akan diusulkan ke Musrenbang
RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah:

1. Kegiatan E dengan nilai : 474
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Kegiatan C dengan nilai
Kegiatan A dengan nilai
Kegiatan B dengan nilai
Kegiatan D dengan nilai

402
382
359
333

Setelah diperoleh urutan prioritas program dan kegiatan, maka pimpinan Musyawarah Pleno bersama
peserta membahas lebih lanjut tentang penetapan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana sebagai berikut :

Dibiayai oleh Alokasi Dana Pembangunan di Kelurahan

2. Dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN

3. Dibiayai oleh APBN (Program Khusus).

Urutan Prioritas Program dan Kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan dibatasi sejumlah 3 (tiga) kegiatan persumber dana.

Form: 3
DAFTAR ANGGOTA DELEGASI KELURAHAN.......... s
PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN
NO NAMA ALAMAT LEMBAGA/INSTANSI/UNSUR
1
2
3
4
5
6
-  tanggal
LURAH
Tanda tangan
Nama
Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan ..........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2

Dst
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DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

KELURAHAN
KECAMATAN
TEMPAT S aibeie s T

TAHAP MUSYAWARAH : KELOMPOK / PLENO*

. Alamat & No
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Telp/HP Tanda tangan
1
2
3
4
5
6
7
. 8
% 2
10
Dst
*) sesuai tahapan musyawarah vang dilaksanakan
sasesy EDEEAL:. .o oiaiias
LURAH
Tanda tangan
Nama
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Form : 4
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KELURAHAN ¢ ............
KECAMATAN ............
TEAHUN i
SUMBER DANA : Alokasi Dana Pembangunan di Kelurahan (Masuk dalam Renja SKPD Kelurahan)
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Sﬁ‘amﬁﬂfmm VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
1 2 3 4 5 3] 7 8
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, atau APBN
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT ﬂ“mﬁﬂfmm VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
1 2 3 4 5 8 7 8
SUMBER DANA : DANA LAIN (APBN-Program khusus)
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT mmmﬂfmm VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
s s ey TEIEREL v
Mengetahui, Ketua LPMK
LURAH .....
Tanda tangan Tanda tangan
Nama Nama
Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan .........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2
Dst
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PETUNJUK PENGISIAN DAN CONTOH FORM 4 :

NOUN A WN -

Kolom 1,
Kolom 2,
Kolom 3,
Kolom 4,
Kolom 5,

cukup jelas.
diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.

diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan
diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.
diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
Kolom 6, diisi jumlah biaya yang diusulkan/dibutuhkan.

. Kolom 7, diisi lokasi kegiatan (diusahakan sampai di lingkup terkecil wilayah : dusun/lingkungan)

8 Kolom 8, diisi hal-hal vang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumya.

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan menurut
bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya).

KEGIATAN DAN
No|  URAIAN MANFaAT | SASARENPEIERMA | voLume BIAYA LOKAS! KET
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pembangunan mempemendek | 2  Penerima manfaat | @ Ukuran Rp. dusun cepil Sudah
jembatan kali jarak dari 15 km + 5,000 orang dari Jembatan : 760,000,000 | Desa diusulkan
blongkong menjadi 2 km 2desa P15M Pagergunung dafam
L:oM Bulu Musrenbang
selama 4
tahun
berturnt-
turut dari
2008 - 2011
Sifat : Baru Menghemat b 1500 orang b Swadaya Sangat
biaya dan waktu diantaranya Tenaga dibutuhkan
penduduk miskin setiap hari oleh
sebanyak 10 masyarakat
orang dari 2 2 Desa
desa
Kondisi saat Memperiancar ¢ Swadaya
ini : “belum arus transportas balu kali
ada jembatan, dan ekonomi sehanyak 10
masih berupa mi
sungai
*Diari Desa menghubungkan d Pembebasan
Pagengunung Desa Iahan yang
ke Desa Pagergunung kena proyek
Gandurejo dengan desa tanpa ganti
memutar 15 Gandurejo rugi
km
*Diperiukan e didukung oleh
waklu dan 2desa
biaya yang {pagergunung
besar untuk dan
pergi ke Desa gandurejo)
Gandurejo
{  Dikerjakan
oleh
masyarakal
sendir,
tukang dan
tenaga ahli
dari DPU
2 Dst..
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BAB III
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

A, UMUM
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku
kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan
kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD
Kabupaten untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten
maupun APBD Provinsi dan APBN.

B. TUJUAN

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan, bertujuan untuk :

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan desa/kelurahan yang akan menjadi
prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang RKP-Desa dan
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan, yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan
daerah diwilayah kecamatan yang bersangkutan dan diintegrasikan dengan perencanaan program
pembangunan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan
dan urusan bersama.

2. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan di kecamatan yang
akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten;

C. WAKTU PELAKSANAAN
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan
Pebruari sekurang-kurangnya selama 2 (dua) hari. Pelaksanaan selama 2 (dua) hari dapat
dilaksanakan pada hari yang tidak berurutan.

D. PESERTA.
Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah :
1. Anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili atau berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang
bersangkutan:
2. SKPD Kecamatan
3. Unit Pelaksana Teknis SKPD (UPT. Dinas Pekerjaan Umum, UPT Dinas Kesehatan Puskesmas,
UPT. Dinas Pertanian, UPT Dinas Pendidikan, dll);
Unsur Kepala dan atau Siswa Sekolah SMP, MTs dan Sekolah Menengah (SM) yang berlokasi
di wilayah kecamatan bersangkutan.
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
Delegasi dari desa/kelurahan;
Tim Penggerak PKK Kecamatan:
Perwakilan dari program perencanaan pembangunan yang lain, seperti BKAD (Badan Kerjasama
Antar Desa), Forum LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Kecamatan;
Perwakilan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, seperti LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat), Komite Ekonomi Kecamatan (KEK), kelompok tani, kelompok pemuda/karang
taruna, kelompok keagamaan, pemerhati lingkungan hidup dil) .
10. Perwakilan Kelompok profesi seperti petani, peternak, pengrajin, seperti KTNA (Kelompok Tani
Nelayan Andalan), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), IBI (Tkatan Bidan Indonesia), dil.

:"-‘*

Pe N Lh

e

E. NARASUMBER
Tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten dan SKPD Tingkat Kabupaten merupakan dan
berperan sebagai Narasumber.
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. BAHAN MUSRENBANG

Hal yang disiapkan sebagai bahan diskusi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, antara lain

adalah :

1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.

2. Kisi-kisi program pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.

3. Rekapitulasi dan verifikasi administrasi usulan hasil Musrenbang RKP-Desa dan Musrenbang
RKPD Kabupaten di Kelurahan (berdasarkan Dokumen Berita Acara Musrenbang) serta
verifikasi kesesuaian usulan dengan RPJMDes/Renstra SKPD Kelurahan, berupa daftar prioritas
program dan kegiatan di tingkat desa/kelurahan yang diusulkan untuk didanai oleh APBD
Kabupaten maupun APBD Provinsi dan APBN, termasuk APBN (Program Khusus).

. TATA CARA

Tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, sekurang-kurangya adalah
sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Camat membentuk Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan:

b. Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tediri dari Camat sebagai
penanggungjawab, Sekcam sebagai Ketua, Pejabat Kepala Seksi sebagai sekretaris dan
anggota.

¢. Tugas Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan antara lain:

1) Menyiapkan bahan Musrenbang;
2) Menyusun agenda/susunan acara;
3) Membuat dan mendistribusikan undangan kepada calon peserta Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan;
4) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Musrenbang, meliputi :
a) Materi Musrenbang
b) Tempat dan sarana pelaksanaan musrenbang
¢) Papan tulis atau LCD projector
d) Notulen rapat
e) Dafiar hadir
f) Blanko daftar usulan kegiatan
g) Blanko berita acara
5) Sebagai narasumber pada musyawarah kelompok pada Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan
6) Sebagai Narasumber pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Keluarahan.

d. Penyampaian undangan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada peserta
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampin bahan yang akan
dibahas dalam Musrenbang dimaksud.

2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Susunan acara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sekurang-kurangnya
sebagai berikut:

Hari Pertama
a. Pendaftaran peserta Musrenbang
b. Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan
¢. Pembukaan:
1) Sambutan Camat, dilanjutkan dengan paparan :
a) Potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan
b) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.
¢) Rekapitulasi hasil Musrenbang RKP-Desa dan Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kelurahan yang diusulkan untuk didanai oleh APBD Kabupaten maupun APBD
Provinsi dan APBN.
2) Sambutan Perwakilan Anggota DPRD,
3) Sambutan Bupati dilanjutkan pembukaan secara resmi
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. Paparan:

1) Tim Asistensi Kabupaten tentang kisi-kisi rencana program pembangunan daerah di
wilayah Kecamatan.

2) Perwakilan dari Program Perencanaan Pembangunan vang lain (APBN Program Khusus)
tentang rencana program dan kegiatan.

Musvawarah Kelompok:

1) Musyawarah Kelompok dilaksanakan atau dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dengan materi
musyawarah yang sama.

2) Musyawarah kelompok dipimpin oleh ketua, dan dalam pelaksanaanya dibantu oleh 1
(satu) orang sekretaris yang dipilih secara demokratis di masing-masing kelompok.

3) Musyawarah Kelompok dilaksanakan guna membahas dan menetapkan skala prioritas
program dan kegiatan.

Pembahasan usulan prioritas program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan prioritas
RPJMD tahun perencanaan dan menggunakan metode penetapan skala prioritas dengan
kriteria penilaian sekurang-kurangnya menyangkut aspek-aspek yang tersebut dalam
indikator penilaian.

Dalam pembahasan usulan program dan kegiatan vang bersumber dari perencanaan
pembangunan yang lain (APBN Program Khusus) dapat menggunakan indikator lain
sesuai dengan ketentuan yang mengikat dalam perencanaan pembangunan dari sumber
dana APBN Program Khusus tersebut.

Penilaian prioritas program dan kegiatan dilaksanakan dalam musyawarah kelompok
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan menggunakan salah satu atau
gabungan metode berikut:

a. Musyawarah untuk mufakat

b. Pemungutan suara (voting)

¢. Penilaian perseorangan oleh masing-masing peserta (form 5)

4) Hasil Musyawarah kelompok dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
ketua dan sekretaris kelompok serta perwakilan 3 (tiga) orang peserta di kelompok
masing-masing (Form 6).

5) Hasil musyawarah kelompok disampaikan kepada Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD
Kecamatan untuk dibahas penentuan klasifikasi bidang kegiatan dan sumber dananya.
Sumber dana :

a) Dibiaya oleh Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK).
b) Dibiayai oleh APBD Kabupaten.
c¢) Dibiayai oleh APBD Provinsi.
d) Dibiayai oleh APBN.
e) Dibiayai oleh Program Perencanaan Pembangunan yang Lain (APBN Program
Khusus).
Klasifikasi bidang kegiatan:
a) Kegatan Bidang Prasarana Wilayah
b) Kegiatan Bidang Ekonomi
¢) Kegiatan Bidang Sosial Budaya
d) Kegiatan Bidang Pemerintahan
6) Pembahasan oleh Tim Fasilitasi tersebut digunakan sebagai bahan paparan ketua masing-

masing kelompok di pelaksanaan hari kedua Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan.
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Hari Kedua

a. Pendaftaran peserta Musrenbang

b. Musyawarah dipimpin oleh Camat

¢. Paparan skala prioritas program dan kegiatan hasil Musyawarah masing-masing
kelompok pada tahap 1 (satu) oleh Ketua Kelompok.

d. Musyawarah pleno penetapan usulan prioritas program dan kegiatan.

Penetapan hasil Musyawarah pleno dikelompokkan dalam beberapa kategori pendanaan,

yaitu:

1) Pendanaan Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK), dengan melihat Pagu Indikatif
alokasi anggaran untuk Program PWK pada tahun penetapan.

2) Pendanaan APBD Kabupaten, dibatasi maksimal 3 (tiga) kegiatan untuk masing-
masing bidang kegiatan.

3) Pendanaan APBD Provinsi

4) Pendanaan oleh APBN

5) Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan yang Lain (APBN Program Khusus),
sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima.

Penetapan hasil Musyawarah pleno dikelompokkan dalam beberapa kategori kegiatan
(klasifikasi bidang kegiatan), yaitu:
1) Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah
Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi
prasarana infrastruktur meliputi jalan, jembatan, irigasi dan penataan lingkungan.
(misal : pembangunan jalan)
2) Kegiatan Bidang Ekonomi
Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi
prasarana yang menunjang perfumbuhan dan pemerataan ekonomi.
(misal : Pengembangan Demfarm Jagung)
3) Kegiatan Bidang Sosial Budaya
Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi
prasarana yang menunjang peningkatan kehidupan sosial budaya.
(misal : pembangunan rumah dinas bidan desa)
4) Kegiatan Bidang Pemerintahan
Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi
prasarana yang menunjang kinerja pemerintahan
(misal : perbaikan rumah dinas camat).

¢. Penentuan delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten sebanyak
4 (empat) orang (Form 7), terdiri dari :
1) Camat,
2) Unsur Kepala Desa/Lurah,
3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan [Desa/l.embaga lain, dan
4) Wakil perempuan

f. Penuvangan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dalam Berita Acara
(sebagaimana contoh format).

g. Penanda-tanganan Berita Acara oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan 3 (tiga)

orang peserta.
h. Penutupan.

H. KELUARAN
Keluaran Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan berupa:
1. Usulan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten yang
telah dikelompokkan berdasarkan kategori kegiatan dan kategori pendanaan (Form 8).
2. Delegasi Kecamatan ke Musrenbang RKPD Kabupaten.
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2.

Penjelasan ringkas atas kriteria program dan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan
Program PWK disampaikan tersendiri dalam lampiran

Berita Acara Pelaksanan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan beserta daftar usulan
prioritas program dan kegiatan dibuat rangkap 3 (tiga) : 1 (satu) untuk Tim Fasilitasi Kabupaten,
1 (satu) untuk delegasi kecamatan dan 1 (satu) arsip kecamatan).

Bagi prioritas program dan kegiatan dari sumber pendanaan Program PWK dan APBD
Kabupaten yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten dilengkapi dengan Proposal yang
diketahui Camat, sekurang-kurangnya memuat:

Nama Kegiatan,

Lokasi (lokasi kegiatan dan kejelasan status lahan),

Indikator kinerja meliputi masukan, keluaran dan hasil,

Kelompok sasaran/penerima manfaat,

Manfaat,

Volume ,dan

Gambar desain, RAB dan perhitungan Volume kegiatan.

R e R TP

Usulan Program dan Kegiatan yang tidak bisa diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten
apabila kembali diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan 1 (satu) tahun berikutnya
maka mendapatkan tambahan nilai sebesar 10 % dari nilai yang diperoleh pada saat penilaian di
Musyawarah Kelompok pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan 1 (satu)
tahun berikutnya

Hasil musyawarah masing-masing kelompok pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan
melalui Sekretariat DPRD Kabupaten sebagai bahan masukan bagi Anggota DPRD dalam
menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah.

21



FORMULIR MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
DI KECAMATAN

BERITA ACARA
MUSRENGBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan hari..... tanggal ......... bulan ...... {1111 | S bertempat di

.............. telah diselenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang dihadiri pemangu kepentingan
sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan)
pada acara pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan).

. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terhadap materi yang
dipaparkan oleh masing-masing Ketua Musyawarah Kelompok sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil
keputusan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :©  cicansmmimsesismmeimsssessossrsssmssssessusrsssssnss
Jam T PIReC P Ty & Phroy e S e
Tempat e S S s R
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan ................ (sesuai nama kecamatan)
MENYEPAKATI
KESATU . Kegijatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Dafiar
Prioritas Kecamatan ...... Kabupaten Temanggung Tahun ... sebagaimana tercantum dalam
Lampiran berita acara ini.
KEDUA - Hasil kesepakatan musyawarah kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

..... Kabupaten Temanggung Tahun... dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten
di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KETIGA . Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten

Temanggung Tahun .....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

......................... Jtanggal............
Pimpinan Musyawarah

Tanda tangan

Nama

Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan .........

No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
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BERITA ACARA
MUSRENGBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN
(MUSYAWARAH KELOMPOK)

Pada hari..... tanggal..... bulan ...... tahun ......bertempat di .............. telah diselenggaran
Musyawarah Kelompok ........ pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang dihadiri
pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita

acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh
peserta musyawarah kelompok terhadap materi yang dibshas dalam Musyawarah Kelompok
sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Kelompok, maka pada:

Haidamn Tangiml 1 comcaomsiomsiissmmsos s

Jam

Tempat

--------------------------------------------------------------------

....................................................................

Musyawarah Kelompok ......cccccceeiuaee (sesuai kelompok pembahsan yang telah ditentukan)

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

MENYEPAKATI

Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam
Daftar Prioritas Kecamatan ...... Kabupaten Temanggung Tahun ... sebagaimana
tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Hasil kesepakatan musyawarah kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan .....Kabupaten Temanggung Tahun.. dan Daftar Hadir Peserta
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita
acara ini.

Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan
prioritas program dan kegiatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok ..........
Tanda tangan
Nama
Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok .........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2
dst
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INDIKATOR PENILAIAN DAN SKOR (PRASARANA WILAYAH)
PEMBAHASAN PRIORITAS PROGRAN DAN KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN DI KECAMATAN
(MUSYAWARAH KELOMPOK DAN MUSYAWARAH PLENO)

INDIKATOR
1 2 K] 4 5 6
Jumiah Tingkat Skor
Penerima Persentase RTM kemudahan Cal
Urgensi Manfaat penerima manfaat dalam pm{ a“tm‘ gﬁﬁ;ﬂ
Kegiatan kegiatan (%) pelaksanaan
(Orang) kegiatan
Dolamssty | A0S Sy
. TenagaAhii + | dusun/lingkungan hign, Mokcto
enaga ng
=500 =10 alau uang 1sid5
Alat Berat dalam satu (hanya ada salzh
desa/kelurahan salu saia)
Ada Janji Swadaya
Sangat Masyarakat+ | . nﬁn::uﬂgm ’“"g:uﬁm
tidak 500 - 1500 1-20 Tenaga Ahli + 6sid 10
By At Barst dalam satu (ada tenaga dan
desa/kelurahan salah satu dan
material atau uang)
Ada Bukti Swadaya
Masyarakat + Tenaga, Material
Tidak Antar desa dalam
1501 - 2000 21-30 Tukang + Tenaga atau vang 11s/d15
mendesak Ahli satu kecamatan s el
satu saja)
Ada Bukti Swadaya
Tenaga + Material
Masyarakat + atau uang
Mendesak | 2001- 3000 31 -40 Tukeng Antar kecamatan (adatenagadan | 105420
salah salu dan
material alau uang)
— Ada Bukti Swadaya
e > 3000 > 40 Mayarakatsendiri | Antar Kabupaten | Tenaga+Material+ | 21s/d 25
mendesak Uang
Keterangan :
. Koloml Sesuai dengan urgensi’kemendesakan
2. Kolom2 Sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan
3. Kolom3 sesuai dengan persentase RTM dari keseluruhan jumlah penerima manfaat
4. Kolom4 Sesuai dengan kebutuhan tingkat ketrampilan pelaksana kegiatan dan sarana yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan
5. Kolom3 Sesuai dengan cakupan luas manfaat kegiatan
6. Kolom 6 Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan (dari sisi swadaya
vang disediakan/dijanjikan oleh masyarakat)
7. Kolom skor Sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing kegiatan. Pemberian skor/nilai menjadi hak dan

menurut penilaian pribadi peserta Musrenbang
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INDIKATOR PENILAIAN DAN SKOR (EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA)
PEMBAHASAN PRIORITAS PROGRAN DAN KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKPD

KABUPATEN DI KECAMATAN

(MUSYAWARAH KELOMPOK DAN MUSYAWARAH PLENO)

INDIKATOR

4

Urgensi

Jumlah

Penerima
Manfaat

Kegiatan
(Orang)

Skor
Kelembagaan
dan

kepengurusan

organisasi

Persentase RTM
penerima manfaat
kegiatan (%)

Kemampuan dasar
Pemodalan

Cakupan luas

=10

Mempunyai
kepengurusan
kelompok, berdiri
kurang dari 1
fahun

Dalam satu
dusun/lingkungan
dalam satu
desa/kelurahan

Belum memiliki

modal dasar apapun Tskth

=10

Sangal
tidak
mendesak

10-15

Mempunyai

1-20

kepengurusan
kelompok, berdiri
lebih dari 1 tahun,

Antar

dusun/lingkungan
dalam satu

Memiliki modal dasar
permodalan (benda)

B s/d 10

tidak semua desa/kelurahan

pengurus akif

Tidak
mendesak

16-20

Mempunyai
kepengurusan
kelompok, berdiri
lebih dari 1 tahun,
Semua pengurus
aktif

Memiliki Modal dasar
(Keuangan)

Antar desa dalam

salu kecamatan Heis

Mendesak

A-25

Mempunyai
kepengurusan
kelompok, berdiri
lebih dari 1 tahun,
semua pengurus
aktif, ada
pertemuan dan
kegiatan
kelompok

Memiliki Modal
Dasar (benda dan
keuangan)

31-40 Antar kecamalan 16s/d 20

Sangat
mendesak

>25

Mempunyai
kepengurusan
kelompok, berdir
lebih dari 1 tahun,
semua pengurus
aktif, ada
pertemuan dan
kegiatan, ada
administrasi
kelompok

Memiliki Modal
Dasar (benda,
keuangan serta
ketrampilan)

> 40 Antar Kabupaten 21s/d 25

Keterangan :

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

O R

Kolom skor

Sesuai dengan urgensi/kemendesakan

Sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan

sesuai dengan persentase RTM dari keseluruhan jumlah penerima manfaat

Sesuai dengan kondisi kelembagaan dan pengorganisasian

Sesuai dengan cakupan luas manfaat kegiatan

Sesuai dengan kemampuan dasar permodalan

Sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing kegiatan. Pemberian skor/nilai menjadi hak
dan menurut penilaian pribadi peserta Musrenbang
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CONTOH PENILAIAN PADA MUSYAWARAH KELOMPOK JIKA MENGGUNAKAN METODE
PENILAIAN OLEH MASING-MASING PESERTA MUSRENBANG:

Misal, oleh 5 crang peserta Musyawarah Kelompok 1 Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Kandangan.

1. Kegiatan A (Indikator Prasarana Wilayah)
Pembangunan jalan rabat beton jalan desa antara Desa Margolelo sampai dengan Desa Kedawung
Kec. Kandangan, untuk memperlancar hubungan antar warga antar desa tersebut terutama pada
dusun sebagai perbatasan kedua desa (pemakai sejumlah + 1.600 orang, + 500 diantaranya warga
miskin)

Volume :  Panjang 500 m lebar 4 m
Tenaga :  Masyarakat + Tukang
Swadaya . Masyarakat bersedia kerja bakti dan sudah tersedia pasir 7 rit truck dan batu 5 rit

truck untuk menyelesaikan pembangunan jalan rabat beton tersebut

Contoh cara penilaian :

Indikator Penilaian

No Nama ] > 3 3 5 g Jumlah
1 | SUTO 16 1 13 —i7 1 516 {412 | 512 B6

2 | NOYO 17 13 ) 18 13 14 92

3 | DADAP 17 12 18 19 14 13 93

4 | WARU 16 15 18 16 12 11 88

5 | SITI 18 13 17 18 11 15 92

Jumlah 451 ¥

Skor/Nilai untuk kegiatan A adalah 451

2. Kegiatan B (Indikator Ekonomi dan Sosial Budaya)
Pelatihan pembudidayaan dan bantuan ternak sapi di Desa Rowoseneng Kecamatan Kandangan,
untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat (khususnya anggota kelompok ternak sejumlah = 15

orang)
Volume : 15 orang peserta pelatihan dan bantuan 15 ekor sapi
peserta : 15 peternak anggota kelompok dimana 5 orang diantaranya warga miskin

kelembagaan : kelompok sudah berdiri selama 4 tahun, dengan pengurus dan anggota aktif
melakukan upaya pemeliharaan sapi.

Swadaya :  Sudah ada sapi untuk praktek kawin suntik dan praktek bisa dilaksanakan di
salah satu peternak yang menjadi peserta pelatihan

Contoh cara penilaian :
Indikator Penilaian
No Nama ] 2 3 3 5 3 Jumlah
1 | SUTO 13 15 6 —ai6 L I8 1,6 1,8 67
2 | NOYO 12 8 18 19 7 6 70
3 | DADAP 13 7 17 16 8 7 68
4 | WARU 14 8 18 18 9 8 75
5 | SITI 13 9 19 8 7 7 73
Jumlah 353 ¥

Skor/Nilai untuk kegiatan B adalah 353
Penilaian atas Kegiatan A dan B serta kegiatan yang lain (misal : C, D, E, dst) juga dilakukan oleh

Musyawarah Kelompok 2 dan Musyawarah Kelompok 3, dengan menggunakan indikator dan metode
yang sama.
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Penilaian atas semua kegiatan yang diusulkan dilakukan oleh masing-masing peserta Musrenbang,
dengan menggunakan format sebagai berikut:

Form: 5

PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN ............
MUSYAWARAH KELOMPOK .......

NAMA PESERTA MUSRENBANG : .............

Indi Penilai
No Nama Kegiatan 0 3 pitie 3emmﬂn 3 3 Jumlah
1_| Kegiatan A
2 | Kegiatan B
3 | Kegiatan C
4 | Kegiatan D
5 | Dst
SR TR s
Peserta Musrenbang
Tanda tangan
Nama

Rekapitulasi hasil penilaian olech masing-masing peserta Musrenbang pada Musyawarah Kelompok
dengan menggunakan format sebagai berikut:

REKAPITULASI PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN ............
MUSYAWARAH KELOMPOK .......

Nama Peserta N RECIATAN Dst Keterangan

A B C D
SUTO

NOYO

DADAP

WARU

SITI

JONO

Emmhmw—g

Jumlah Nilai

..., tanggal ...........

Sekretaris Kelompok Ketua Kelompok,

Tanda tangan Tanda tangan
Nama Nama
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Hasil Penilaian Musyawarah Kelompok (baik dengan metode musyawarah mufakat, voting, dan atau
penilaian peserta) disusun sebagaimana format berikut : '

Form : 6
HASIL PENILAIAN DAN SKOR
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN ............
MUSYAWARAH KELOMPOK .......
Nilai per Indikator Jumlah | Tambahan | Total
Mo| Tewmn | Lowm | YW 5T 9 [ 3] & | 8 | 6] n Nisi | Nila
1_| Kegiatan A
2 | Kegiatan B
3 | Kegiatan C
4| Kegiatan D
5 | Kegiatan E
dst | dst
................ , tanggal .
Sekretaris Kelompok Ketua Kelompok,
Tanda tangan Tanda tangan
Nama Nama
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Form: 7

KLASIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN ............

MUSYAWARAH KELOMPOK .......
A. SUMBER DANA : PROGRAM PWK
; ; oz 2 ; Klasifikasi
No Kegiatan Lokasi Volume | Total Nilai Rangking Bidang (*
1 | Kegiatan A
2 | Kegiatan B
dst | dst
B. SUMBER DANA : APBD KABUPATEN
; ; it s ; Klasifikasi
No Kegiatan Lokasi Volume Nilai Rangking Bidang (*
1 | Kegiatan A
2 | Kegiatan B
dst | dst
C. SUMBER DANA : APBD PROVINSI
; ; - ; Klasifikasi
No Kegiatan Lokasi Volume Nilai Rangking Bidang (*
1 | Kegiatan A
2 | Kegiatan B
dst | dst
D. SUMBER DANA : APBN
. . i 5 Klasifikasi
No Kegiatan Lokasi Volume Nilai Rangking Bidang (*
1 | Kegiatan A
2 | Kegiatan B
dst | Dst
E. SUMBER DANA : APBN (PROGRAM KHUSUS
7 ; s ; Klasifikasi
No Kegiatan Lokasi Volume Nilai Rangking Bidang (*
1 | Kegiatan A
2 | Kegiatan B
dst | dst
Keterangan :
(* : pilih salah satu : Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Pemerintahan.
................ , tanggal ...
Ketua Kelompok ..... Tim Fasilitasi Kecamatan,
Tanda tangan Tanda tangan
Nama Nama
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CONTOH PENILAIAN PADA MUSYAWARAH PLENO:

Misal, di Kecamatan Kandangan terdapat 5 (lima) Program dan Kegiatan dari sumber dana APBD
Kabupaten yang diusulkan atau direncanakan yaitu kegiatan A, B, C, D dan E untuk dilaksanakan serta
telah dibahas di Musyawarah Kelompok 1, 2 dan 3, maka dapat dilakukan Penilaian Musyawarah Pleno

dengan cara sebagai berikut:

SUMBER DANA : APBD Kabupaten

No odlelan : Musyawa:ahzl{elom pok . Juwxﬁ::h Keterapgan
1 A 269 225 229 723 Bidang Praswil
2 B 210 199 230 639 Bidang Praswil
3 c 203 199 233 635 Bidang Sosbud
4 D 146 187 156 489 Bidang Ekonomi
B E 232 242 231 705 Bidang Praswil

Maka penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dengan melihai jumlah
nilai keseluruhan sebagai hasil penjumlahan nilai dari musyawarah kelompok. Kegiatan yang
mempunyai nilai lebih tinggi daripada kegiatan yang lain mendapat prioritas lebih untuk dilaksanakan
maupun diusulkan.

Sebagai contoh, dengan melihat tabel diatas maka urutan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Kecamatan Kandangan atau akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten dari
sumber dana APBD Kabupaten ndala.h

1. Kegiatan A dengan nilai . 723 (Bidang Prasarana Wilayah)
2. Kegatan E dengan nilai ' 705 (Bidang Prasarana Wilayah)
3. Kegiatan B dengan nilai : 639 (Bidang Prasarana Wilayah)
4. Kegiatan C dengan nilai . 635 (Bidang Sosial Budaya)

5. Kegiatan D dengan nilai : 489 (Bidang Ekonomi)
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DAFTAR ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN.......coiniiiiiinnens
PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

NO NAMA ALAMAT LEMBAGA/INSTANSI/UNSUR
1
2
3
4
......................... , tanggal...........
CAMAT
Tanda tangan
Nama
Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan .........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2
Dst
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LEC e SR oL B

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN
TANGGAL e
TEMPAT

TAHAP MUSYAWARAH : KELOMPOK / PLENO*

y Alamat & No
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Telp/HP Tanda tangan
*) sesuai tahapan musyawarah yang dilaksanakan
.......................... tanggal............
CAMAT
Tanda tangan
Nama
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Form : 9.a

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SUMBER DANA PROGRAM PAGU WILAYAH KECAMATAN (PWK)

KECAMATAN ............
TAHUN ..o
PWK BIDANG PRASARANA WILAYAH
KEGIATAN DAN
No| URAIAN MANFAAT mm‘m’ﬂfn’““ VOLUME |  BlayA LOKAS| KET
KEGIATAN
1 2 3 4 5 B 7 8
PWK BIDANG EKONOMI
KEGIATAN DAN
No URAIAN MANFAAT S"“S”mﬂ?'m VOLUME BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN

1 2 3 4 5 3 7 8
........................ . tanggal............
CAMAT
Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan .........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2
Dst
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Form :9.b

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

SUMBER DANA APBD KABUPATEN

KECAMATAN ............
BIDANG PRASARANA WILAYAH
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT S*WFR'”‘“ VOLUME |  BIAYA LOKAS! KET
KEGIATAN
1 2 3 3 5 5 7 8
BIDANG EKONOMI
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT S"‘Sm’gﬂfﬂ'”“ VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
1 3 3 A 5 5 7 8
BIDANG SOSIAL BUDAYA
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT sasmrgﬂfmm VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
i 7 3 7 5 5 7 B
BIDANG PEMERINTAHAN
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Wﬁfﬁfﬁ’”‘ VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
i 2 3 4 5 § 7 8
CAMAT
Tanda tangan
Nama
Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan .........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2
Dist
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Form : 9.c

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SUMBER DANA APBD PROVINSI

BIDANG PRASARANA WILAYAH

...............

KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Sﬁﬁmfﬂ'ﬁ'”" VOLUME |  BIAYA LOKAS! KET
KEGIATAN
i 3 3 4 5 5 7 5
BIDANG EKONOMI
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Wﬁfﬂf“m VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
i 7 3 3 5 § 7 8
BIDANG SOSIAL BUDAYA
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Wmfﬂfﬁ'”"‘ VOLUME |  BlAYA LOKASI KET
KEGIATAN
i 7 3 4 5 5 7 8
BIDANG PEMERINTAHAN
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT S“SNMMW“EEETE“'M‘“ VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
1 2 3 3 5 § 7 3
.tanggal............
CAMAT
Tanda tangan
Nama
Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan .........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2
Dst
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Form : 9.d _
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

7

SUMBER DANA APBN
KECAMATAN ...........
TAHUN ..
BIDANG PRASARANA WILAYAH
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Wﬂf“w VOLUME |  BIAVA LOKASI KET
KEGIATAN
1 7 3 i 5 3 7 §
BIDANG EKONOMI
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Mw‘mfﬂ‘fﬁ'”’“ VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
i 2 3 3 5 § 7 B
BIDANG SOSIAL BUDAYA
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Sﬂmfﬂfm VOLUME |  BIAYA LOKAS! KET
KEGIATAN
7 2 3 4 5 6 7 B
BIDANG PEMERINTAHAN
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Wﬁf“‘”‘ VOLUME |  BIAYA LOKAS! KET
KEGIATAN
7 2 3 3 5 5 7 8
......................... R, . cae iy
CAMAT
Tanda tangan
MNama
Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan .........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
|
2
Dst
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Form : 9e

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SUMBER DANA APBN (PROGRAM KHUSUS)

KECAMATAN ..vvvvvrnnn
BIDANG PRASARANA WILAYAH
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT “ﬁmﬁﬂ‘ﬁ'm VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
1 2 3 3 5 6 7 g
BIDANG EKONOMI
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT aﬂmﬂfﬂ'”* VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
7 2 3 4 5 6 7 B
BIDANG SOSIAL BUDAYA
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Wﬂﬁ"‘fﬂfﬂm VOLUME |  BIAYA LOKAS! KET
KEGIATAN
i 2 3 3 5 § 7 B
BIDANG PEMERINTAHAN
KEGIATAN
No | DANURAIAN | MANFAAT Wmﬂﬁﬂw VOLUME |  BIAYA LOKASI KET
KEGIATAN
] 5 3 2 5 8 7 8
R ety 1DDEAL. s
CAMAT
Tanda tangan
Nama
Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan .........
No Nama Lembaga/Instansi/Unsur Alamat Tanda Tangan
1
2
Dst
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PETUNJUK PENGISIAN FORM 9 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan menurut bidang
(kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya).

Kolom 1, cukup jelas.

Kolom 2, diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan.

Kolom 3, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan
Kolom 4, diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.

Kolom 5, diisi volume dan sumber daya dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kolom 6," diisi jumlah biaya yang diusulkan/dibutuhkan.

Kolom 7, diisi lokasi kegiatan (diusahakan sampai di lingkup terkecil wilayah : dusum/lingkungan)
Kolom 8, diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebelumya.

il ol
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BAB IV
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(FORUM SKPD)

A. UMUM

I

Forum SKPD adalah forum tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka
melakukan sinkronisasi dan integrasi prioritas program dan rencana kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) di tingkat Kabupaten;
Forum SKPD merupakan tahapan persiapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten; dimana
rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD menjadi bahan pemuktahiran rancangan RKPD
untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.
Forum SKPD dibentuk berdasarkan pengelompokan Urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan
Wajib maupun urusan Pilihan, yaitu :
a. Forum SKPD Bidang Pemerintahan:
meliputi urusan : Pemerintahan Umum, Perencanaan Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepegawaian, Statistik,
Kearsipan , dan Komunikasi dan informasi;
b. Forum SKPD Bidang Sosial Budaya;
meliputi urusan : Pendidikan, Kesehatan,Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Pemberdayaan Perempuan;
¢. Forum SKPD Bidang Ekonomi:
meliputi urusan : Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, Perikanan, Energi dan
Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Pariwisata, dan Penanaman Modal;
d. Forum SKPD Bidang Prasarana Wilayah;
meliputi urusan : Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang. Pertanahan,
Perhubungan, dan Lingkungan Hidup;

B. TUIUAN
Forum SKPD bertujuan untuk :

L

Mempertajam, menyelaraskan dan mengintegrasikan prioritas program dan kegiatan
pembangunan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan Rancangan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun berikutnya;

Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD;

Menyesuaikan rencana anggaran untuk prioritas program dan kegiatan dalam Renja-SKPD
dengan rancangan pagu indikatif untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;
Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

C. PELAKSANAAN

1.

2

Forum SKPD dilaksanakan pada bulan Maret sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kabupaten;

Forum SKPD diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung
¢/qg BAPPEDA Kab. Temanggung.
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D. PESERTA
Peserta forum SKPD adalah pihak yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan di Forum
SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Peserta Forum SKPD terdiri dari :

1

2.
3.
4.

Tim Penyelenggara Forum SKPD,

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pejabat pada Bidang/Scksi yang menangani perencanaan di SKPD, dan
Delegasi Kecamatan.

E. NARASUMBER
Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD untuk
kelancaran proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD yang bersangkutan.

Narasumber dalam Forum SKPD meliputi :

2.
3.

Anggota DPRD dari Komisi mitra kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten,

Pejabat SKPD Provinsi (jika diperlukan),

Delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung
dengan urusan yang bersangkutan seperti Perguruan Tinggi. Dewan Pendidikan, KADIN, lkatan
Dokter Indonesia, KTNA, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan SKPD,
ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi, sesuai kebutuhan.

F. BAHAN FORUM SKPD
Berbagai hal yang dipersiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD adalah :

2.

Unsur SKPD/Delegasi Kecamatan, berupa dokumen prioritas program dan kegiatan hasil

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Unsur SKPD Kabupaten, antara lain :

a. Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi (jika
sudah ada);

b. Rancangan Renja SKPD yang telah memuat sinkronisasi antara rancangan program dan
kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan.

Unsur Tim Penyelenggara Forum SKPD:

a. Rekap prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;

b. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

G. MEKANISME.
Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

).

Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a, SKPD mengirimkan rancangan Renja SKPD ke Bappeda sebagai bahan Forum SKPD
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD;

b. Tim Penyelenggara Forum SKPD menentukan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD agar
penyelenggaraannya secara optimal, menyangkut jadwal. tempat, peserta, dan agenda
pembahasan;

¢. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Merekap daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan berdasarkan urusan pemerintahan daerah;

2) Merekap daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari
Rancangan Renja-SKPD,

3) Mensinkronisasikan prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten
di Kecamatan dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Renja SKPD;

4) Mengundang calon peserta Forum SKPD;



5) Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

2. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.

Pendaftaran peserta Forum SKPD;
Pembukaan dan pengarahan secara resmi pelaksanaan Forum SKPD;
Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD oleh Kepala
SKPD:
Pemaparan priorifas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan sesuai urusan pemerintah dacrah oleh Koordinator Bidang (Tim
Penyelenggara Forum SKPD);
Verifikasi prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan sudah
tercantum;
Memadukan/mensinkronisasikan dan atau mengintegrasikan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan dengan Renja SKPD;
Memilah program dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf e berdasarkan rencana sumber
pendanaannya, yaitu APBD Kabupaten (termasuk didalamnya DAK dan Belanja Bantuan
Keuangan kepada Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi/ Ex.2.P.0A), APBD Provinsi
dan APBN;
Keterangan : butir [ disusun berdasarkan Urusan (wajib/pilihan), program dan kegiatan
(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kewangan Daerah).

3. Tahap Pasca Forum SKPD, dengan kegiaian :

a.

b.

Merekapitulasi seluruh hasil Forum SKPD,
Menyusun Berita Acara pelaksanaan Forum SKPD.

H. KELUARAN
Keluaran dari Forum SKPD Kabupaten adalah :
1. Rekapitulasi hasil Forum SKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten, meliputi :

a.

b.

c.

d.

Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBD Kabupaten:

Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBD Provinsi;

Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBN;

Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke perencanaan pembangunan yang
lain/dana lain.

2. Berita Acara Forum SKPD;
3. Penyempurnaan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD.
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BAB YV
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

A. UMUM
Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan yang akan
dituangkan dalam RKPD Kabupaten yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
hasil Forum SKPD Kabupaten.

B. TUJUAN

Tujuan diadakannya Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

1. Untuk mendapatkan masukan, saran, pendapat dan tanggapan dalam rangka penyempurnaan
rancangan RKPD;

2. Mensinkronkan hasil Renja SKPD, prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan dan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan peserta Musrenbang
RKPD Kabupaten;

3. Membahas dan menetapkan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai
dari APBD Kabupaten, APBD propinsi dan APBN yang dituangkan dalam RKPD sebagai bahan
masukan RAPBD tahun berikutnya.

C. PELAKSANAAN
Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret sekurang-
kurangnya selama | (satu) hari.

D. PESERTA
Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :
Para Kepala SKPD,
Delegasi Kecamatan,
Anggota DPRD Kabupaten,
LSM yang bekerja dalam skala Kabupaten,
Perguruan Tinggi,
Kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan
pemerintahan daerah seperti Dewan Pendidikan, KADIN, ITkatan Dokter Indonesia, KTNA,
ahli/profesional baik vang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi dan lain-lain sesuai
kebutuhan.

SV L

E. NARASUMBER
Narasumber dalam Musrenbang RKPD Kabupaten meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(Bappeda Propinsi Jawa Tengah) dan dari Bakorlin II.

F. BAHAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
Berbagai hal yang disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah :
1. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan Renja SKPD dan hasil Musrenbang
RKPD Kabupaten di Kecamatan vang telah disingkronisasikan pada Forum SKPD.
2. Hasil Forum SKPD berupa prioritas program dan kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan
sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan
lainnya;
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3. Inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan DPRD, berupa dokumen rumusan
hasil penelaahan Anggota DPRD yang bersumber pada :

Hasil masukan dari masyarakat yang diperoleh oleh Anggota DPRD pada masa reses, dan
sesuai dengan RPJM Desa.

Dokumen hasil Musrenbang Kabupaten di Kecamatan yang disampaikan kepada Anggota
DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan.

G. MEKANISME.
Musrenbang Kabupaten dilakukan dengan agenda sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

.

b.

Kepala Bappeda menyusun Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten;

Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :

Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari hasil Forum SKPD;
Menyiapkan bahan Musrenbang RKPD Kabupaten;

Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten;

Mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten;

Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.

= Tempal dan sarana pelaksanaan musrenbang;

e Papan tulis atau LCD projector

e Notulen rapat

e Dafiar absensi

¢ Blanko Dafiar usulan kegiatan

¢ Blanko Berita Acara

Penyampaian undangan Musrenbang RKPD Kabupaten kepada peserta selambat-lambatnya 3
(tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan dibahas dalam
Musrenbang dimaksud.

ok —

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten
Susunan acara pelaksanaan Musrenbang RKPD KAbupaten sekurang-kurangnya adalah sebagai
berkut :

Tahap 1

a.

b.

c.

Pra Acara (pendaftaran peserta);

Pembukaan dan pengarahan kebijakan kabupaten oleh Bupati;

Pelaksanaan Musyawarah :

e Pemaparan pokok-pokok Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) oleh Kepala
Bappeda;
Pemaparan prediksi APBD Tahun Naggran yang akan dating oleh kepala DPPKAD:
Pembagian peserta dan diskusi berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah/ bidang
perencanaan dalam rangka penajaman prioritas program, kegiatan dan pagu indikatifnya:

Tahap 2

d.

b.

= o

Pemaparan hasil kompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Forum SKPD
masing-masing Bidang oleh perwakilan masing-masing bidang;

Verifikasi hasil kompilasi program dan kegiatan pembangunan oleh Kepala SKPD dan
delegasi kecamatan,

Menetapkan prioritas program dan rencana kegiatan beserta plafon indikatifnya dipilah
dalam program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Temanggung, diusulkan
pada APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;

Menyepakati dan menetapkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun selanjutnya;

Penanda tanganan Berita Acara

Penutupan
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H. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah prioritas program dan kegiatan

pembangunan tahun berikutnya, meliputi :

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja yang terukur dan pagu
indikatifnya, baik yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten)
maupun yang akan ditempuh dengan kegiatan yang mendorong partisipasi swadaya masyarakat;

2. Daftar prioritas program dan kegiatan vang akan diusulkan pada APBD Provinsi dan APBN

Tahun berikutnya.
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